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ABSTRAK 
Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) yang masih tinggi di Indonesia 

menunjukkan pelayanan kesehatan primer belum optimal dalam memenuhi Standar Pelayanan Minimal 

(SPM). Sebagai upaya perbaikan, Puskesmas Wae Nakeng menerapkan kebijakan Integrasi Layanan 

Primer (ILP) untuk mengubah layanan kesehatan yang terfragmentasi menjadi sistem integrasi berbasis 

siklus hidup. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi faktor pendukung, hambatan, dan hasil 

implementasi ILP di Puskesmas Wae Nakeng menggunakan kerangka Kerangka Kerja Konsolidasi 

untuk Penelitian Implementasi (CFIR) dengan indikator keberhasilan berupa hasil implementasi. 

Pendekatan kualitatif digunakan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan 

dokumentasi. Laporan penelitian mencakup pemimpin, koordinator klaster, dan staf Puskesmas Wae 

Nakeng. Keberhasilan implementasi ILP difasilitasi oleh landasan hukum yang kuat, prosedur 

manajemen, kepemimpinan proaktif, kolaborasi lintas sektor, komunikasi efektif, koordinasi rutin, dan 

adaptasi staf. Kendala utama yang ditemukan adalah keterbatasan anggaran operasional, 

ketidakefektifan sistem penyimpanan data, serta peningkatan usia produktif masyarakat dalam skrining. 

Strategi pendidikan langsung dan pengakuan kebijakan tingkat desa terbukti efektif meningkatkan 

penerimaan eksternal, meskipun proses adaptasi masih berlangsung. Potensi keberlanjutan ILP di 

Puskesmas Wae Nakeng tinggi jika didukung perbaikan logistik dan penguatan mobilisasi masyarakat. 

Penelitian ini merekomendasikan penguatan kolaborasi multi-sektor, optimalisasi sistem informasi, dan 

inovasi komunikasi guna mendukung keberlanjutan ILP di masa depan. 

 

Kata kunci  : CFIR, implementasi kebijakan ILP, implementation outcome 

 

ABSTRACT 
The high maternal mortality rate (MMR) and infant mortality rate (IMR) in Indonesia indicate that 

primary health care services have not been optimal in meeting the Minimum Service Standards (MSS). 

As an improvement effort, Puskesmas Wae Nakeng implemented an Integration of Primary Care (ILP) 

policy to transform fragmented health services into a life cycle-based integration system. This study 

aims to identify the supporting factors, barriers, and outcomes of ILP implementation at Puskesmas 

Wae Nakeng using the Consolidated Framework for Implementation Research (CFIR) framework with 

success indicators in the form of implementation outcomes. A qualitative approach was used through 

in-depth interviews, participatory observation, and documentation. The research report includes 

leaders, cluster coordinators, and staff of Wae Nakeng Health Center. The successful implementation 

of ILP was facilitated by a strong legal foundation, management procedures, proactive leadership, 

cross-sector collaboration, effective communication, regular coordination, and staff adaptation. The 

main obstacles encountered were limited operational budget, ineffective data storage system, and 

increasing productive age of the community in screening. Direct education strategies and village-level 

policy recognition proved effective in increasing external acceptance, although the adaptation process 

is still ongoing. The potential for ILP sustainability at Puskesmas Wae Nakeng is high if supported by 

improved logistics and strengthened community mobilization. This study recommends strengthening 

multi-sector collaboration, optimizing information systems, and communication innovations to support 

the sustainability of ILP in the future. 
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PENDAHULUAN 

 

Puskesmas sebagai gate keeper pelayanan kesehatan pada pelayanan kesehatan formal dan 

penapisan rujukan, harus dapat memberikan pelayanan bermutu sesuai dengan standar 

pelayanan maupun standar kompetensi. Pelayanan kesehatan primer merupakan pelayanan 

yang berfokus pada penyediaan kebutuhan kesehatan berdasarkan siklus hidup yang mudah 

diakses dan terjangkau sampai pada tingkat masyarakat, keluarga dan individu (Kementerian 

Kesehatan, 2023). Kondisi pelayanan kesehatan primer di Indonesia belum cukup kuat dalam 

merespon masalah, sehingga penguatan pelayanan kesehatan primer penting dilakukan. 

Pentingnya penguatan primer pelayanan kesehatan disebabkan adanya fakta yang 

menunjukkan bahwa indikator pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan 

tahun 2023 belum sepenuhnya mencapai target. Secara rata-rata, capaian SPM kabupaten/kota 

adalah 82%, dengan beberapa indikator menunjukkan hasil baik, seperti pelayanan bayi baru 

lahir (86%), dan balita (95,91%). Namun, layanan untuk lanjut usisa produktif (73,46%) dan  

penderita hipertensi (71,63%) masih jauh dari target 100%. Tingkat provinsi, rata-rata 

pencapaian mencapai 89%, dengan 24 dari 38 provinsi memenuhi target indikator kesehatan. 

Meskipun ada kemajuan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, distribusi layanan yang 

merata dan pencapaian pada beberapa indikator tetap menjadi tantangan utama (Kementerian 

Kesehatan, 2023). 

Berdasarkan Kementerian Kesehatan (2023), penyelenggaraan kesehatan primer di 

Indonesia dilaksanakan oleh Puskesmas. Jumlah Puskesmas di Indonesia pada tahun 2023 

sebanyak 10.180 puskesmas, yang terdiri dari 4.210 puskesmas rawat inap dan 5.970 

puskesmas non rawat inap. Rasio puskesmas terhadap kecamatan pada tahun 2023 sebesar 1,4 

yang menunjukkan sedikitnya terdapat 1 puskesmas di tiap kecamatan di Indonesia.  Jumlah 

SDM kesehatan di fasyankes di Indonesia pada tahun 2023 sebanyak 2.077.473 orang yang 

terdiri dari 183.694 tenaga medis (8,8%), 1.317.589 tenaga kesehatan (63,4%), dan 576.190 

tenaga penunjang kesehatan (27,7%). Pada tahun 2023 terdapat 11,5% puskesmas dengan 

status kekurangan dokter, 59,1% puskesmas kelebihan dokter, dan 29,4% puskesmas berstatus 

cukup memiliki dokter. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah melaksanakan transformasi 

pelayanan kesehatan primer dengan menerapkan konsep Primary Health Care (PHC) melalui 

integrasi pelayanan Kesehatan primer (Kementrian Kesehatan, 2023). 

Kementerian Kesehatan menggagas transformasi kesehatan sebagai respon untuk 

meningkatkan sistem kesehatan di Indonesia. Transformasi Kesehatan kemudian menjadi salah 

satu tujuan untuk mendukung Universal Health Coverage (UHC) pada masyarakat Indonesia. 

Universal Health Coverage merupakan sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap 

warga dalam populasi memiliki akses yang adil, bermutu, dan terjangkau terhadap pelayanan 

kesehatan. (Kementerian Kesehatan, 2022). Transformasi kesehatan sudah diamanatkan dalam 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 

2020-2024 dengan melakukan perubahan yang menitikberatkan pada transformasi kesehatan. 

Perubahan tersebut mencakup 6 (enam) hal prinsip atau disebut sebagai pilar transformasi 

kesehatan yang juga merupakan bentuk penerjemahan reformasi sistem kesehatan nasional, 

yaitu: a) transformasi layanan primer, b) transformasi layanan rujukan, c) transformasi sistem 

ketahanan kesehatan, d) transformasi pembiayaan kesehatan, e) transformasi SDM kesehatan, 

f) transformasi teknologi informasi kesehatan (Kementerian Kesehatan, 2022). 

Adapun integrasi  layanan primer mencakup upaya promotif dan preventif yang 

komprehensif, perluasan jenis antigen, imunisasi, penguatan kapasitas dan perluasan skrining 

di layanan primer dan peningkatan akses, SDM, obat dan kualitas layanan serta penguatan 

layanan laboratorium untuk deteksi penyakit atau faktor risiko yang berdampak pada 

masyarakat (Kementerian Kesehatan, 2023). Masalah kesehatan tingkat nasional juga 
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merupakan masalah kesehatan yang sama yang dihadapi oleh daerah yang saling berhubungan 

dan memerlukan perhatian utama dari pemerintah. Derajat kesehatan masyarakat dapat 

digambarkan melalui Angka Kematian Ibu (AKI),  Angka Kematian Bayi (AKB),  Angka 

Kematian Balita (AKABA), angka morbiditas beberapa penyakit, dan status gizi (Dinas 

Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat, 2023). Kasus kematian yang paling tinggi adalah di 

tahun 2023 yaitu sebesar 10 kematian, dan yang paling rendah di tahun 2019 yaitu sebesar 5 

kematian. Kematian ibu yaitu kematian dari setiap Wanita selama kehamilan, bersalin atau 

dalam 42 hari setelah melahirkan.  Angka Kematian Ibu (AKI) perpuskemas Dinas Kesehatan 

Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2023 ditemukan kematian ibu yang paling tinggi adalah di 

Puskesmas Wae Nakeng dan Puskesmas Tentang sebanyak 2/100.000 KH kematian (Dinas 

Kesehatan Manggarai Barat, 2023). Angka Kematian Bayi (AKB) paling tinggi pada tahun 

2021 dan 2022 yaitu 67/1.000 KH dan Angka Kematian Bayi (AKB) paling rendah pada tahun 

2019 sebanyak 44/1.000 KH. Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Manggarai Barat 

tahun 2023 ditemukan kematian bayi paling tinggi adalah di Puskesmas Wae Nakeng sebanyak 

8/1.000 KH dengan kematian neonatal sebanyak 5/1.000 KH dan kematian bayi yang paling 

rendah adalah di Puskesmas Rekas, Puskesmas Benteng dan Puskesmas Nanga Terang masing- 

masing tidak ada kematian (Dinas Kesehatan Manggarai Barat, 2023). 

Berdasarkan data tersebut, diperlukan penguatan pelayanan primer di Puskesmas Wae 

Nakeng. Hal ini kemudian diwujudkan melalui Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 

101/KEP/HK/2024 tentang Pelaksanaan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer di Kabupaten 

Manggarai Barat Tahun 2024. Dalam keputusan tersebut, Puskesmas Wae Nakeng dan 

Puskesmas Labuan Bajo ditunjuk sebagai puskesmas pelaksana integrasi pelayanan kesehatan 

primer di Kabupaten Manggarai Barat tahun 2024 (Bupati Manggarai Barat, 2024). Integrasi 

layanan primer di Puskesmas Wae Nakeng diperlukan untuk meningkatkan akses dan kualitas 

layanan kesehatan yang lebih komprehensif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

Hal ini bertujuan untuk mengatasi berbagai tantangan kesehatan, seperti tingginya beban 

penyakit yang dapat dicegah, terbatasnya sumber daya manusia tertentu, kurangnya 

pemahaman tentang konsep implementasi kebijakan ILP, budaya dan perilaku penyedia 

pelayanan Kesehatan, kurangnya efisiensi waktu, serta memastikan pelayanan kesehatan 

mencakup seluruh aspek promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif secara terkoordinasi. 

Integrasi ini dilakukan dengan memadukan berbagai jenis pelayanan kesehatan berdasarkan 

siklus kehidupan, seperti kesehatan ibu dan anak, usia dewasa, serta penatalaksanaan penyakit 

menular dan tidak menular, sehingga pelayanan menjadi lebih holistik. Selain itu, jejaring 

layanan dengan unit lain seperti Pustu dan Posyandu juga diintegrasikan untuk memperkuat 

deteksi dini dan pemantauan kesehatan masyarakat. Dengan langkah ini, Puskesmas dapat 

mengoptimalkan sumber daya yang ada dan memberikan pelayanan yang lebih efektif dan 

berorientasi pada pasien. 

Terkait dengan keterbatasan SDM, pelayanan kesehatan dapat saja diberikan oleh petugas 

dari klaster lain yang memiliki kompetensi dan kewenangan yang sesuai. Meskipun demikian, 

adopsi model ini dapat mengganggu sinergisitas  dan efektivitas pelayanan, karena petugas 

yang diminta untuk turun tangan mungkin belum sempurna dalam menjalankan tanggung 

jawab tertentu. Permasalahan ini semakin kompleks apabila dilihat dari aspek profesionalisme 

dan integritas pelayanan. Jika petugas yang tidak sepenuhnya siap menghadapi situasi medis 

yang mendadak, maka risiko kesalahan diagnosis maupun penatalaksanaan pun meningkat. 

Tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik harus dilakukan sesuai dengan 

kewenangan yang didasarkan pada kompetensi yang dimilikinya (Presiden RI, 2023). 

Pemahaman mengenai proses pelaksanaan integrasi layanan primer di Puskesmas Wae Nakeng 

sangat penting yaitu tidak hanya mengenai apa yang berhasil dan tidak berhasil, tetapi juga 

memahami bagaimana dan mengapa implementasi berjalan dengan benar atau salah, dan 

menguji pendekatan-pendekatan untuk memperbaikinya. Kerangka Konsolidasi Riset 
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Implementasi (CFIR) digunakan untuk memandu pengumpulan dan analisis data kualitatif 

untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan, efektifitas dan 

keberhasilan sebuah intervensi.  

Meskipun berbagai studi telah mengkaji implementasi kebijakan Integrasi Layanan Primer 

(ILP) dan digitalisasi sistem pelayanan kesehatan, sebagian besar masih berfokus pada aspek 

teknis dan struktural institusi, tanpa mengeksplorasi dinamika persepsi tenaga kesehatan 

sebagai pelaksana kebijakan. Studi oleh Wijaya et al. (2025), menunjukkan bahwa 

implementasi e-Puskesmas dan ILP secara simultan berdampak positif terhadap peningkatan 

Internal Service Quality (ISQ) di Puskesmas Tebet. Namun, pendekatan yang digunakan 

terbatas pada regresi statistik tanpa menggali dimensi subjektif, seperti pemaknaan, 

penerimaan, dan kesiapan tenaga kesehatan terhadap kebijakan tersebut. Studi ini juga 

dilaksanakan dalam konteks wilayah urban dengan infrastruktur yang relatif memadai, 

sehingga belum merepresentasikan kondisi puskesmas di daerah semi-perifer yang 

menghadapi keterbatasan sumber daya dan kompleksitas geografis. Lebih lanjut, belum 

terdapat kajian yang secara sistematis menggunakan kerangka implementasi berbasis teori 

seperti Consolidated Framework for Implementation Research (CFIR) dan Implementation 

Outcomes untuk memetakan faktor determinan dan hasil implementasi ILP dari perspektif 

pelaksana.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menyajikan gambaran 

implementasi kebijakan ILP berdasarkan  persepsi tenaga kesehatan di Puskesmas Wae Nakeng 

menggunakan pendekatan CFIR dan indikator Implementation outcome.  

 

METODE 

 
Penelitian ini akan menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis studi kasus. Penelitian 

kualitatif merupakan suatu penelitian ilmiah, yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena 

dalam suatu konteks sosial secara ilmiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi 

yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. Fenomena tentang apa yang 

dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan secara holistik, 

dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang 

secara alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Lokasi penelitian di 

Puskesmas Wae Nakeng. Penelitian dilakukan pada periode 12 Maret sampai 25 Maret 2025. 

Jumlah informan 11 orang, yaitu 1 orang informan kunci, 5 orang informan utama, dan 5 orang 

informan pendukung.  

Penentuan informan dengan menggunakan teknik non-probability dengan pendekatan 

purposive sampling, yaitu pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu dari peneliti. 

.Variabel dalam penelitan ini ada 8 yaitu Intervention Characteristics, outer setting, inner 

setting, characteristics of individual, process, adoption, implementation, sustainment. 

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah analisis tematik yang digunakan untuk menganalisa data 

yang bertujuan menemukan pola atau tema melalui data yang telah dikumpulkan oleh peneliti. 

Penelitian ini dilakukan setelah memenuhi pertimbangan etik dari komisi etik Universitas 

‘Nusa Cendana Kupang sebagai jaminan perlindungan kepada informan  penelitian. 

 

HASIL 

 
Karakteristik Intervensi 

Dukungan Regulasi  

Regulasi menjadi salah satu fondasi penting dalam mendukung keberhasilan implementasi 

kebijakan Integrasi Layanan Primer (ILP). Regulasi di tingkat pusat tentang kebijakan integrasi 



 Volume 9, Nomor 2, Agustus 2025                                                  ISSN 2623-1581 (Online)  

                                                                                                               ISSN 2623-1573 (Print) 

PREPOTIF : Jurnal Kesehatan Masyarakat Page 6161 

 

layanan primer ini tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

Hk.01.07/Menkes/2015/2023 Tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer. 

Regulasi tentang ILP di daerah termuat dalam Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 

101/KEP/HK Tentang Pelaksanaan Integrasi Layanan Primer di Puskesmas Wae Nakeng 

Kabupaten Manggarai Barat. Kejelasan arah kebijakan dari tingkat pusat hingga daerah sangat 

menentukan bagaimana pelaksanaan ILP dijalankan di lapangan. Puskesmas mendapatkan 

acuan langsung dari regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan sebagai dasar 

untuk memulai dan mengembangkan pelaksanaan ILP. Sebagaimana disampaikan oleh 

Informan 2 selaku Penanggung Jawab Klaster 1: 

“Kami mendapatkan informasi awal mengenai regulasi terkait pelaksanaan ILP dari 

Kementerian Kesehatan. Oleh karena itu, penerapan ILP di Puskesmas kami berdasarkan 

pada regulasi tersebut.” (Informan 2, Penanggung Jawab Klaster 1). 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pelaksanaan ILP di Puskesmas 

tidak dilakukan tanpa arah yang jelas, melainkan berpedoman pada kebijakan dan petunjuk 

teknis dari pemerintah pusat. Regulasi ini menjadi rujukan awal yang penting untuk menyusun 

langkah-langkah pelaksanaan di tingkat lokal, sekaligus memberikan legitimasi dalam 

pengambilan keputusan serta penyusunan kebijakan turunan di level Puskesmas. Dukungan 

regulasi tidak hanya berhenti pada informasi awal, tetapi juga diikuti dengan langkah-langkah 

administratif dan kelembagaan untuk memastikan program berjalan sesuai arahan. Hal ini 

ditegaskan kembali oleh Informan 2: 

“Kami pertama-tama mengatur pertemuan untuk menggalang tim pelaksana ILP, 

kemudian kami membuat Surat Keputusan (SK) untuk tim ILP tersebut.” 

(Informan 2, Penanggung Jawab Klaster 1). 

 

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa regulasi dari Kementerian 

Kesehatan menjadi dasar untuk menindaklanjuti pembentukan tim pelaksana secara formal 

melalui penerbitan SK. Hal ini mencerminkan adanya kesinambungan antara arahan pusat dan 

pelaksanaan di daerah, serta memperlihatkan komitmen Puskesmas dalam 

menginstitusionalisasi kebijakan ILP melalui dokumen resmi. Berdasarkan hasil uraian 

wawancara yang dilakukan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa dukungan regulasi dari 

tingkat pusat tidak hanya memberikan arah kebijakan, tetapi juga menjadi penguat dalam 

struktur kelembagaan dan mekanisme kerja di lapangan. Regulasi ini mempermudah proses 

adaptasi kebijakan dan meningkatkan legitimasi pelaksanaan ILP di tingkat Puskesmas. 

 
Ketersediaan SOP dan Jalur yang Jelas 

Salah satu aspek penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan Integrasi Layanan 

Primer (ILP) di tingkat layanan dasar adalah adanya pedoman operasional yang jelas dan 

terstruktur. Standar Operasional prosedur puskesmas tertuang dalam Peraturan Menteri 

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Standar Teknis Pemenuhan 

Standar Pelayanan Minimal Kesehatan. Standar Operasional Prosedur (SOP) dan jalur 

pelayanan yang terdefinisi dengan baik menjadi alat bantu utama dalam memastikan bahwa 

setiap tahapan layanan berjalan sesuai dengan prinsip integrasi dan tidak menimbulkan 

kebingungan di Puskesmas Wae Nakeng. Hal ini ditegaskan oleh Informan 8, salah satu staf di 

Klaster 2, yang menyatakan bahwa pelaksanaan ILP telah mengikuti aturan yang sudah 

ditetapkan dari pusat, termasuk dalam hal SOP dan jalur pelayanan: 

“Untuk ILP di Puskesmas ini, semuanya sudah berjalan sesuai ketentuan dari pusat. Jadi, 

semua sudah ada SOP dan jalur-jalurnya.” (Informan 8, Staf Klaster 2). 
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Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan ILP, Puskesmas 

Wae Nakeng telah mengacu pada SOP dan jalur yang dirancang berdasarkan pedoman pusat. 

Artinya, pelaksanaan di lapangan tidak dilakukan secara bebas, melainkan mengikuti sistem 

yang telah diatur secara nasional. Ketersediaan SOP dan jalur ini menjadi pemandu teknis 

sekaligus pengarah dalam menjalankan layanan yang terintegrasi. Keberadaan SOP yang jelas 

membantu tenaga kesehatan untuk memahami alur kerja masing-masing klaster dan bagaimana 

keterkaitannya satu sama lain, terutama dalam pelayanan yang melibatkan lintas unit atau lintas 

profesi. Jalur-jalur pelayanan yang sudah ditentukan juga memudahkan proses rujukan internal 

dan eksternal, serta mempercepat pengambilan keputusan saat menangani pasien dengan 

kebutuhan yang lebih kompleks. Berdasarkan hasil uraian wawancara yang dilakukan, peneliti 

dapat menyimpulkan bahwa  ketersediaan SOP dan jalur pelayanan yang jelas bukan hanya 

menjadi simbol kesiapan administratif, tetapi juga mencerminkan kesiapan teknis dan 

koordinatif dalam implementasi ILP di Puskesmas Wae Nakeng. 

 
Dukungan SDM dan SDK yang Mencukupi 

Implementasi Integrasi Layanan Primer (ILP) di Puskesmas Wae Nakeng didukung oleh 

ketersediaan sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya kesehatan (SDK) yang dinilai telah 

mencukupi kebutuhan pelayanan. Hal ini diungkapkan oleh beberapa informan yang 

menyatakan bahwa kapasitas dan jumlah tenaga kesehatan saat ini telah sesuai dengan standar 

pelayanan Puskesmas. 

“Ya, sudah memadai.” (Informan 7, Staf Klaster 1). 

 

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa kondisi sumber daya saat ini telah 

mencukupi untuk menunjang pelaksanaan ILP. Pandangan serupa juga disampaikan oleh 

informan dari klaster lainnya, yang menegaskan bahwa pelaksanaan kegiatan telah berjalan 

dalam batas kewenangan dan kemampuan yang ditetapkan. 

“Untuk pengembangan dan perbaikan, kami sebagai pelaksana merasa apa yang ada saat 

ini sudah cukup, karena sesuai standar Puskesmas. Kami tidak bisa bekerja di luar standar 

Puskesmas.” (Informan 8, Staf Klaster 2). 

 

Hal ini menunjukkan adanya kesadaran terhadap batasan operasional yang telah 

ditetapkan, sekaligus mengindikasikan bahwa pemenuhan standar minimal telah tercapai. 

Bahkan, untuk kategori tenaga kesehatan, keberadaannya dirasakan telah memadai. 

“Untuk tenaga kesehatan sudah tercukupi.” (Informan 11, Staf Lintas Klaster). 

 

Kepala Puskesmas pun memberikan konteks lebih luas bahwa pelaksanaan ILP bukan 

sekadar program lokal, tetapi bagian dari strategi nasional yang diperkuat oleh kebijakan lintas 

sektor, termasuk dukungan dari pemerintah desa. 

“Kebijakan ini bukan program buatan Puskesmas, melainkan layanan dari Kementerian 

untuk meningkatkan cakupan promotif dan preventif.” (Informan 1, Kepala Puskesmas). 

“Seperti yang saya sampaikan, kami sudah berkomitmen sejak akhir 2024 bahwa di 2025 

semua Posyandu wajib menerapkan Integrasi Layanan Primer (ILP). Saya rasa ini bukan hal 

mudah, karena pendekatan pertama yang dibutuhkan adalah dukungan kebijakan dan 

penganggaran dari desa. Walaupun pada awalnya ada perdebatan dengan Kepala Desa, puji 

Tuhan sekarang sudah berkembang dari hanya 6 Posyandu di 1 desa pada 2024 menjadi 47 

Posyandu di 8 desa dan 1 kelurahan.” (Informan 1, Kepala Puskesmas). 

 

Hal ini mengindikasikan adanya dukungan struktural yang kuat, baik dari sisi sumber daya 

internal maupun sinergi dengan pemangku kepentingan eksternal. Kondisi ini menjadi salah 

satu faktor pendukung dalam mempertahankan dan melanjutkan implementasi ILP. “Sangat 
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bisa untuk terus dipertahankan dan dilaksanakan di Puskesmas Wae Nakeng.” (Informan 6, 

Penanggung Jawab Lintas Klaster). 

“Saya rasa tidak ada yang perlu diperbaiki, semuanya sudah baik-baik saja, semuanya 

sudah pas.” (Informan 9, Staf Klaster 3). 

“Untuk saat ini tetap dipertahankan, ke depannya kita usahakan yang lebih baik lagi.” 

(Informan 11, Staf Lintas Klaster). 

 

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa dukungan SDM dan SDK yang 

emadai menjadi fondasi penting dalam pelaksanaan ILP yang berkelanjutan di Puskesmas Wae 

Nakeng. Pandangan para informan menunjukkan bahwa kondisi sumber daya saat ini tidak 

hanya cukup, tetapi juga memungkinkan untuk dikembangkan lebih lanjut ke arah yang lebih 

baik. 

 

PEMBAHASAN 

 

 Karakteristik Intervensi 

Dukungan Regulasi  

Dukungan regulasi menjadi pilar utama keberhasilan implementasi kebijakan Integrasi 

Layanan Primer (ILP) di Puskesmas Wae Nakeng. Keberadaan Keputusan Menteri Kesehatan 

dan Keputusan Bupati Manggarai Barat memberikan arah kebijakan yang jelas, sehingga 

pelaksanaan ILP memiliki pedoman yang tegas dan legitimasi yang kuat. Informasi awal yang 

diterima dari Kementerian Kesehatan tidak hanya menjadi acuan konseptual, tetapi juga 

memicu langkah administratif seperti pembentukan tim pelaksana melalui Surat Keputusan 

(SK), yang menunjukkan komitmen institusional terhadap program ini. Hal ini sejalan dengan 

domain karakteristik intervensi dalam kerangka CFIR, khususnya pada aspek kekuatan dan 

kualitas bukti, keunggulan relatif, dan kompleksitas (Damschroder dkk., 2022). Berdasarkan 

sisi kekuatan dan kualitas bukti, regulasi ini bersumber dari kebijakan nasional dan daerah yang 

dirumuskan berdasarkan kajian teknis serta praktik terbaik, sehingga menumbuhkan keyakinan 

pelaksana terhadap validitas kebijakan. Sisi keunggulan relatif, keberadaan regulasi 

memberikan manfaat nyata berupa keseragaman implementasi, percepatan pembentukan tim, 

dan kemudahan adaptasi prosedur dibandingkan situasi tanpa regulasi yang jelas. Sementara 

dari sisi kompleksitas, aturan yang terperinci justru menyederhanakan implementasi karena 

mengurangi kebutuhan interpretasi mandiri dan meminimalkan potensi tumpang tindih tugas.  

Temuan ini bertentangan dengan studi penelitian yang dilakukan oleh Sutanti, dkk (2022) 

yang menyatakan bahwa walaupun kebijakan akreditasi nasional memberikan arah 

pelaksanaan, kepatuhan regulasi tidak secara langsung menjamin peningkatan kinerja. Studi 

tersebut menyoroti bahwa faktor pendukung seperti hubungan antarorganisasi dan alokasi 

sumber daya harus dilengkapi dengan regulasi agar hasil yang diharapkan dapat tercapai. 

Temuan ini menunjukkan bahwa meski dukungan regulasi adalah pilar penting, keefektifannya 

bergantung pula pada integrasi faktor-faktor pendukung lainnya. Secara praktis, hal ini 

mengimplikasikan perlunya penyusunan regulasi yang detail dan operasional disertai 

sosialisasi serta pendampingan teknis berkelanjutan agar setiap fasilitas kesehatan mampu 

mengadaptasi kebijakan sesuai konteks lokal. Namun, temuan ini memiliki keterbatasan karena 

hanya berfokus pada satu lokasi sehingga generalisasi ke wilayah lain perlu dilakukan secara 

hati-hati, dan penggunaan data dari informan kunci yang terlibat langsung berpotensi 

mengandung bias persepsi. 

 

SOP yang Detail 

Implementasi kebijakan Integrasi Layanan Primer (ILP) di Puskesmas Wae Nakeng 

didukung oleh penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang rinci dan disesuaikan 
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dengan pola layanan berbasis klaster. Kejelasan dan keterperincian SOP ini berperan penting 

dalam memudahkan tenaga kesehatan memahami dan menjalankan prosedur kerja yang baru, 

meskipun pada tahap awal pelaksanaan sempat terjadi kebingungan akibat transisi dari sistem 

berbasis program ke pola layanan siklus hidup. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa 

dokumentasi prosedur yang baik merupakan fondasi bagi konsistensi dan kualitas layanan 

kesehatan primer (Damschroder dkk., 2022).  

Temuan ini sejalan dengan studi yang dilakukan oleh Wijaya, dkk (2023) yang 

menyatakan bahwa standard  operating  procedure (SOP)  adalah  acuan  pokok  mengenai  

tahapan yang   berhubungan   dengan aktivitas   kerja   dalam   sebuah   perusahaan.   Dengan 

diterapkannya SOP yang memiliki petakerja yang detail, kegiatan yang dilakukan akan berjalan  

secaraterstruktur  dan  mempermudah  perusahaan  untuk  mencapai  tujuannya sesuai  dengan  

visi  misi  secara  sistematis, tepat waktu,dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada konteks ILP, 

SOP yang disusun secara rinci memfasilitasi transisi menuju model layanan yang lebih 

integratif dan berbasis klaster, sehingga mendukung keberhasilan implementasi secara 

menyeluruh. Dengan demikian, penyusunan SOP yang detail dan sistematis menjadi strategi 

krusial dalam memfasilitasi implementasi ILP. Keberadaan SOP yang mudah dipahami dan 

diikuti oleh tenaga kesehatan turut berkontribusi pada peningkatan efisiensi operasional dan 

mutu pelayanan, sekaligus menjadi pijakan utama dalam mewujudkan layanan kesehatan 

primer yang terintegrasi dan berkelanjutan. 

 

Dukungan SDM dan SDK yang Mencukupi 

Pelaksanaan kebijakan Integrasi Layanan Primer (ILP) di Puskesmas Wae Nakeng 

didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya kesehatan (SDK) 

yang mencukupi sesuai kebutuhan pelayanan. Ketersediaan tenaga kesehatan yang memadai 

merupakan fondasi utama bagi keberlangsungan pelaksanaan ILP, dimana kapasitas dan 

jumlah SDM telah sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan. Kecukupan SDM dan 

SDK ini sangat penting mengingat ILP mengintegrasikan berbagai layanan kesehatan yang 

memerlukan koordinasi dan kolaborasi lintas klaster. Ketersediaan tenaga kesehatan yang 

memadai memungkinkan pelaksanaan tugas secara efektif dan sesuai dengan standar 

operasional, sehingga kualitas layanan tetap terjaga.  

Temuan ini sejalan dengan studi yang dilakukan oleh  Salihi, dkk (2024) yang menyatakan 

bahwa ketersedian sumber daya manusia dan sarana prasarana sudah mencukupi untuk 

menjakau wilayah kerjanya baik dipuskesmas, kunjungan rumah, ataupun posyandu. Dengan 

demikian, dukungan SDM dan SDK yang memadai tidak hanya menjadi indikator kesiapan 

internal Puskesmas, tetapi juga menjadi faktor determinan dalam keberhasilan dan 

kesinambungan pelaksanaan ILP di Puskesmas Wae Nakeng. 

 

KESIMPULAN  

 
Intervention Characteristics 

Implementasi ILP di Puskesmas Wae Nakeng didukung oleh karakteristik intervensi yang 

kuat. Kebijakan ini memiliki dukungan regulasi yang jelas dari pemerintah pusat dan daerah, 

termasuk Keputusan Menteri Kesehatan dan Keputusan Bupati, yang memberikan legitimasi 

dan arah yang tegas. Ketersediaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan jalur pelayanan 

yang terdefinisi dengan baik juga menjadi faktor kunci keberhasilan. Kebijakan ini mengadopsi 

pendekatan berbasis siklus hidup dan membagi layanan menjadi lima klaster, yang 

mempermudah pengorganisasian kerja dan meminimalkan tumpang tindih fungsi. Inovasi 

seperti penggunaan aplikasi telemedisin dan penguatan skrining kesehatan juga menjadi bagian 

dari intervensi, yang terbukti efektif dalam meningkatkan akses dan deteksi dini. 
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Outer Settings 

Faktor tatanan eksternal menunjukkan adanya kolaborasi dan dukungan lintas sektor yang 

kuat. Puskesmas Wae Nakeng aktif menjalin kemitraan dengan berbagai pemangku 

kepentingan, seperti dinas teknis, lembaga pendidikan, dan organisasi keagamaan, untuk 

memperluas cakupan layanan. Namun, salah satu tantangan signifikan adalah keterbatasan 

anggaran untuk kegiatan sosialisasi kebijakan kepada masyarakat, yang berpotensi 

menghambat pemahaman dan partisipasi publik. 

 
Inner Settings 

Tatanan internal di Puskesmas Wae Nakeng menunjukkan kesiapan implementasi yang 

baik. Keterlibatan pimpinan sangat tinggi, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan. 

Ketersediaan SDM telah terpenuhi 100% sesuai regulasi, dengan distribusi tenaga yang merata 

di setiap klaster. Komunikasi internal berjalan efektif melalui berbagai media seperti grup 

WhatsApp dan minilokakarya. Meskipun demikian, terdapat tantangan berupa keterbatasan 

anggaran operasional, terutama untuk insentif staf dan pengadaan bahan habis pakai. Selain 

itu, banyaknya aplikasi yang harus diisi dan dikelola oleh staf menjadi beban kerja administratif 

yang signifikan. 

 
Characteristics of Individuals 

Penelitian menunjukkan adanya sikap positif dan komitmen yang kuat dari para tenaga 

kesehatan dalam mengimplementasikan kebijakan ILP. Meskipun demikian, terdapat variasi 

pemahaman teknis di antara staf, yang menunjukkan adanya kebutuhan untuk peningkatan 

kapasitas individu agar dapat mengimplementasikan kebijakan secara lebih efektif. 

 
Process 

Proses implementasi kebijakan ILP telah berjalan dengan baik, didukung oleh adanya 

forum komunikasi internal dan keterlibatan aktif pimpinan dalam pengawalan kebijakan. 

Mekanisme komunikasi yang berjalan secara vertikal dan horizontal mempercepat adaptasi staf 

terhadap perubahan kebijakan dan mendukung pengambilan keputusan yang responsif. 

 
Adoption 

Adopsi kebijakan ILP di Puskesmas Wae Nakeng dapat dilihat dari komitmen institusional 

yang kuat. Hal ini diwujudkan melalui pembentukan tim pelaksana resmi melalui Surat 

Keputusan (SK) dan penunjukan penanggung jawab pada setiap klaster. Adopsi ini didorong 

oleh dukungan regulasi dari tingkat nasional dan daerah, serta keyakinan staf terhadap validitas 

kebijakan yang berbasis bukti. 

 
Implementation 

Secara keseluruhan, implementasi ILP di Puskesmas Wae Nakeng telah berjalan dengan 

baik dan konsisten. Hal ini ditunjukkan oleh penetapan Puskesmas sebagai Center of 

Excellence (COE) pada tahun 2024. Implementasi kebijakan ini tidak hanya berfokus pada 

Puskesmas, tetapi juga melibatkan pemberdayaan kader di tingkat komunitas. 

 
Sustainment 

Keberlanjutan kebijakan ILP didukung oleh penyelarasan prioritas program dengan arahan 

pemerintah pusat, seperti program TB, KIA, KB, dan gizi. Namun, keberlanjutan program 

masih menghadapi tantangan, terutama terkait keterbatasan anggaran yang dapat memengaruhi 

insentif staf dan pengadaan sarana. Diperlukan evaluasi jangka panjang untuk memastikan 

kualitas layanan tetap terjaga seiring dengan beban kerja tambahan sebagai COE. 
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